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Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah adalah
pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud persetujuan atas
permohonan warga masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsesi adalah keputusan pejabat pemerintahan yang
berwenang sebagai wujud persetujuan  dari
kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan
dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan
dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber
daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha adalah
pihak yang memegang Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Instansi adalah lembaga negara, kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Instansi adalah pimpinan lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah
kabupaten/kota yang menerbitkan Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Badan Bank Tanah yang selanjutnya disebut Bank
Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang
merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk
oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan
khusus untuk mengelola tanah.

16. Aset . ..
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Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang
dikuasai Bank Tanah baik berwujud atau tidak
berwujud yang bernilai atau berharga akibat kejadian
di masa lalu yang memberikan manfaat di masa yang
akan datang.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan
dan tata ruang.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian di provinsi.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal
Kementerian di kabupaten/kota.

Tanah Cadangan Umum Negara yang selanjutnya
disingkat TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan
sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh negara.

BABII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/KONSESI/PERIZINAN BERUSAHA
SERTA PEMEGANG HAK, PEMEGANG HAK PENGELOLAAN,
DAN PEMEGANG DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH

SK No 060798 A

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang I1zin /Konsesi/Perizinan Berusaha

(1)

Pasal 2

Setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau
memanfaatkan  Izin/Konsesi/Perizinan  Berusaha
dan/atau kawasan yang dikuasai.

(2) Setiap . . .
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Bagian Kedua

Objek Penertiban Tanah Telantar

Pasal 7

Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah hak
milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak
pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh
berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah
Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak
dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:

a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah
perkampungan;

b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus
selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya
hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau

c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenubhi,
baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah
tidak ada.

Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak
Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar
jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak
dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya hak.

Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban
Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan,
tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan
terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya
hak.

(5) Tanah . ..
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BAB V

PENERTIBAN KAWASAN TELANTAR DAN TANAH TELANTAR

SK No 060805 A

Bagian Kesatu

Penertiban Kawasan Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

evaluasi Kawasan Telantar;
peringatan Kawasan Telantar; dan

penetapan Kawasan Telantar.

Paragraf 2

Evaluasi Kawasan Telantar

Pasal 15

Evaluasi Kawasan Telantar bertujuan untuk
memastikan Pemegang Izin /Konsesi/Perizinan
Berusaha mengusahakan, mempergunakan, dan/atau
memanfaatkan  Izin/Konsesi/Perizinan  Berusaha
dan/atau kawasan yang dikuasai.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit meliputi:

a. pemeriksaan terhadap dokumen Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha;

b. pemeriksaan . ..
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b.  pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan,
penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/
Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan;

c. pemeriksaan terhadap pengusahaan,
penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/
Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan
secara faktual; dan

d. pemberitahuan kepada Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha untuk mengusahakan,
mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/
Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan
yang dikuasai.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui
Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha sengaja
tidak  mengusahakan, tidak mempergunakan,
dan/atau tidak  memanfaatkan Izin /Konsesi/
Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai,
Pimpinan Instansi menyampaikan pemberitahuan
kepada Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau
memanfaatkan  Izin/Konsesi/Perizinan  Berusaha
dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berakhir dan Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha tetap tidak mengusahakan, tidak
mempergunakan, dan/atau tidak memanfaatkan
Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan
yvang dikuasai, maka dilakukan proses pemberian
peringatan.

Pasal 16 . ..
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Pasal 16

Dalam hal Pimpinan Instansi tidak melaksanakan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
evaluasi Kawasan Telantar dilakukan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan
Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga
terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Peringatan Kawasan Telantar

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 disimpulkan terdapat
Kawasan Telantar, Pimpinan Instansi memberikan
peringatan tertulis pertama kepada Pemegang
Izin /Konsesi/Perizinan Berusaha.

Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang
Jzin/Konsesi/Perizinan Berusaha mengusahakan,
mempergunakan, dan/atau memanfaatkan Izin/
Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang
dikuasai dalam jangka waktu paling larna 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya
surat peringatan pertama.

Dalam hal Pemegang 1zin /Konsesi/Perizinan Berusaha
tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan
Instansi memberikan peringatan tertulis kedua yang
berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan,
dan/atau memanfaatkan  Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan
kedua.

(4) Dalam . ..
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(4) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha
tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan
Instansi memberikan peringatan tertulis ketiga yang
berisi peringatan agar Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha mengusahakan, mempergunakan,
dan/atau  memanfaatkan Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam
jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari
kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan
ketiga.

(5) Peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga
disampaikan juga kepada instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Dalam hal alamat Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan
Berusaha tidak diketahui atau tidak sesuai, proses
pemberitahuan dan peringatan dalam pelaksanaan
penertiban Kawasan Telantar dilakukan dengan ketentuan:

a. diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat;

b. diumumkan di situs web Instansi dan Kementerian;
dan

c. disampaikan ke alamat Pemegang Izin/Konsesi/
Perizinan Berusaha yang terdaftar pada sistem
informasi badan hukum yang dikelola oleh
kementerian yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Pasal 19

(1) Dalam hal Pimpinan Instansi tidak memberikan
peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
pemberian peringatan Kawasan Telantar dilakukan
oleh Menteri.

(2) Dalam . ..
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Dalam pemberian peringatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan
Pimpinan Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga
terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Penetapan Kawasan Telantar

Pasal 20

Dalam hal Pemegang Izin /Konsesi/Perizinan Berusaha
tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4),
Pimpinan Instansi menetapkan kawasan tersebut
sebagai Kawasan Telantar.

Penetapan Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat juga:

a. pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha;
dan/atau

b. penegasan sebagai kawasan yang dikuasai
langsung oleh negara.

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan
Telantar dapat ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah
atau dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme
yang transparan dan kompetitif.

Pasal 21

Dalam hal Pimpinan Instansi tidak menetapkan
Kawasan Telantar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, penetapan Kawasan Telantar dilakukan oleh
Menteri.

Dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan Pimpinan
Instansi, menteri, atau pimpinan lembaga terkait
sesuai dengan kewenangannya.

Bagian . . .
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Bagian Kedua

Penertiban Tanah Telantar

Paragraf 1

Umum

Pasal 22
(1) Data tanah terindikasi telantar ditindaklanjuti dengan
penertiban Tanah Telantar.

(2) Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

a. evaluasi Tanah Telantar;
b. peringatan Tanah Telantar; dan

c. penetapan Tanah Telantar.

Paragraf 2

Evaluasi Tanah Telantar

Pasal 23

(1) Evaluasi Tanah Telantar bertujuan untuk memastikan
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah
mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan,
dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau
dikuasai.

(2) Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan oleh panitia
yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor
Wilayah.

(3) Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pemeriksaan terhadap dokumen Hak Atas Tanah,
Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas
Tanah;

b. pemeriksaan . ..
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b.  pemeriksaan terhadap rencana pengusahaan,
penggunaan, pemanfaatan, dan/atau
pemeliharaan tanah;

c. pemeriksaan terhadap pengusahaan,
penggunaan, pemanfaatan, dan/atau
pemeliharaan tanah secara faktual; dan

d. pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang
Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak
mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak
memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah
yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah
menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah untuk mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam
Jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari  kalender sejak tanggal diterbitkannya
pemberitahuan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berakhir dan Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas
Tanah tetap tidak mengusahakan, tidak
mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau
tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai,
maka dilakukan proses pemberian peringatan.

Pasal 24 . ..
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Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan
tidak terdapat tanah yang ditelantarkan dengan
sengaja, kepala Kantor Wilayah mengusulkan
penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar
kepada Menteri.

Menteri  menindaklanjuti usulan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menghapusnya dari basis data tanah terindikasi
telantar.

Paragraf 3

Peringatan Tanah Telantar

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan
terdapat Tanah Telantar, kepala Kantor Wilayah
memberikan peringatan tertulis pertama kepada
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan pihak
lain yang berkepentingan.

Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berisi peringatan agar Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal
diterimanya surat peringatan pertama.

(3) Dalam. ..
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Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,
atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak
melaksanakan peringatan tertulis pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor
Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua yang
berisi peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan
Atas Tanah mengusahakan, mempergunakan,
memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam
jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari
kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan
kedua.

Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan,
atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak
melaksanakan peringatan tertulis kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala Kantor Wilayah
memberikan peringatan tertulis ketiga yang berisi
peringatan agar Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan
Atas Tanah  mengusahakan, mempergunakan,
memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam
Jjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga.

Selain disampaikan kepada Pemegang Hak, Pemegang

Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan

Atas Tanah, peringatan tertulis pertama, kedua, dan

ketiga disampaikan juga kepada:

a. Menteri;

b. pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah
dibebani dengan hak tanggungan; dan

c. pimpinan instansi yang mengelola barang milik
negara/daerah atau aset badan usaha milik
negara/daerah, dalamm hal tanah berstatus

sebagai barang milik negara/daerah atau aset
badan usaha milik negara/daerah.

Pasal 26 . ..
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Pasal 26

Dalam hal alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah
tidak diketahui atau tidak sesuai, proses pemberitahuan
dan peringatan dalam pelaksanaan penertiban Tanah
Telantar dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk Pemegang Hak dan Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah  perorangan, surat
pemberitahuan dan peringatan diumumkan di kantor
desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian;
atau

b.  untuk Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelclaan, dan
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah badan
hukum/instansi Pemerintah Pusat/pemerintah
daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah, surat pemberitahuan dan peringatan
disampaikan ke alamat Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas
Tanah yang terdaftar pada sistem informasi badan
hukum yang dikelola oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web
Kementerian.

Pasal 27

Dalam hal Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah tidak
melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), kepala Kantor Wilayah
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
mengusulkan penetapan Tanah Telantar kepada Menteri.

Pasal 28

Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai
Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,
tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah
tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri.

Paragraf 4 . ..
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Paragraf 4

Penetapan Tanah Telantar

Pasal 29

Penetapan Tanah Telantar dilakukan oleh Menteri
berdasarkan  usulan  penetapan Tanah  Telantar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 30

(1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak
Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan,
penetapan Tanah Telantar memuat juga:

a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
b. putusnya hubungan hukum; dan

c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak
Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan,
penetapan Tanah Telantar memuat juga:

a. hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan
pada bagian yang ditelantarkan;

b. putusnya hubungan hukum antara Pemegang
Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan
bagian tanah yang ditelantarkan;

c. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung oleh negara
terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan

d. perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas
Tanah atau Hak Pengelolaan.

(3) Dalam . . .
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Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar
Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar
memuat juga:

a. pemutusan hubungan hukum antara Pemegang
Dasar Penguasaan Atas Tanah dan tanah yang
dikuasai; dan

b. penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah
Telantar yang dikuasai langsung cleh negara.

Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah
Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah
atau aset badan usaha milik negara/daerah,
penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi
kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik
negara/daerah atau aset badan wusaha milik
negara/daerah untuk mengusahakan,
mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau
memelihara tanah.

Pasal 31

Revisi luas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 30
ayat (2) huruf d menjadi beban Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah.

Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dilaksanakan, Pemegang Hak,
Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah tidak dapat melakukan
perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut.

Apabila dalam jangka waktu paling lama 18GC (seratus
delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi
luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau
Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, maka tanah
yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu
kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan
menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.

Pasal 32 . ..



